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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada penelitian ini, adapun 

yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini ialah : 

1. Peran aparat Desa Molamahu dalam melindungi korban KDRT sudah 

maksimal. Sebagai pihak pemerintah Desa, aparat desa telah melakukan tugas 

dan tanggungt jawab kepada masyarakat dengan mencoba menyelesaikan 

persoalan apa yang menjadi asal usul serta mencarikan solusi di dalam 

masyarakat tersebut. Pemerintah Desa Molamahu telah melakukan upaya 

perlindungan kepada pihak korban dari tindakan KDRT. Hanya saja memang 

pihak aparat desa selaku pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengatur terlalu 

kedalam rumah tangga si korban dan pelaku, dengan demikian keadaan 

sikorban masih juga merasa malu dan risih untuk menyampaikan kepada 

pemerintah Desa. Tetapi dengan begitu pihak pemerintah Desa selalu 

berupaya menjaga harmonisasi di dalam lingkungan Keluarga. 

2. Adapun yang menjadi faktor penghambat dari aparat Desa Molamhu yakni, 

keterbukaan informasi dari pihak korban dan menutupi perlakuan yang 

dilakukan oleh pelaku kepada dirinya. Akibatnya informasi tidak sepenuhnya 

disampaikan. Sosialisasi pentingnya penghapusan KDRT kepada masyarakat 

Desa Molamahu dan kurangnya pemahaman tentang penegakan Hukum 

kepada masyarakat yang ada di Desa Molamahu. 
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5.2 Saran  

1. Perlindungan kepada korban KDRT itu menjadi penting dilakukan oleh pihak 

aparat pemerintah Desa. Sosialisasi mengenai penerapan UU No 23 Tahun 

2004 tentang penghapusan KDRT itu sebagai upaya yang wajib dan harus 

ditempuh oleh aparat pemerintah Desa Molamahu.  

2. Kedepannya pihak aparat pemerintah desa harus lebih agresif lagi tentang 

menjaga nilai-nilai kekeluargaan yang ada di lingkungan masyarakat 

setempat. Ini sebagai upaya perlindungan masyarakat dari tindakan-tindakan 

yang berakibat hukum. 
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